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Rp490 Miliar Anggaran Perbaikan Jalan Provinsi di Kalsel 

 

 
Sumber gambar: 

https://kalsel.prokal.co/read/news/49789-untuk-perbaikan-jalan-pemprov-kalsel-

anggarkan-490-miliar-tahun-ini.html#google_vignette 

 

Tahun ini, Pemprov Kalsel mengalokasikan anggaran Rp490 miliar untuk 

penanganan jalan provinsi. Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Wahid Ramadani mengatakan anggaran tersebut 

diserap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. 

“Tahun ini kami anggarkan sekitar Rp490 miliar untuk penanganan jalan dan 

jembatan, termasuk penanganan kerusakan setelah bencana dan juga peningkatan ruas 

jalan,” kata Wahid di Banjarbaru, Jumat. 

Wahid menuturkan perbaikan jalan tidak hanya menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Selatan. 

“Kita juga menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur sekitar Rp39 

miliar,” ucapnya. 

Menurut Wahid, terkait penanganan jalan yang rusak akibat bencana, Dinas PUPR 

Kalsel telah melaksanakan kajian dengan konsultan. 

Sehingga, Wahid menuturkan Dinas PUPR Kalsel sudah mengambil langkah 

cepat dan tepat. 

Ia berharap agar masyarakat dapat bersabar dengan kondisi jalan sekarang yang 

rusak di Kalsel karena masih dalam proses penanganan. 
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Kerusakan jalan provinsi skala berat ada di beberapa ruas, seperti Jalan Martapura 

Lama, Jalan Halong-Paringin, Jalan Lampihong-Mantimin dan Paramasan. 

Sementara untuk kerusakan jalan skala kecil, Wahid mengungkapkan hanya 

terdapat pengelupasan aspal sehingga ditangani menggunakan anggaran rutin seperti 

biasanya. 

Wahid juga mengungkapkan, hal ini sesuai arahan dari Gubernur Kalimantan 

Selatan Sahbirin Noor. 

Sahbirin menginstruksikan agar Dinas PUPR terus memprioritaskan peningkatan 

infrastruktur khususnya jalan dan jembatan dalam rangka mendukung kesejahteraan 

masyarakat. 

Seluruh ruas jalan di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami kerusakan 

berat ditargetkan akan rampung pada 2023. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.prokal.co/read/news/49789-untuk-perbaikan-jalan-pemprov-kalsel-

anggarkan-490-miliar-tahun-ini.html#google_vignette, 17 April 2023.  

2. https://kalsel.antaranews.com/berita/367941/rp490-miliar-anggaran-perbaikan-jalan-

provinsi-di-kalsel, 7 Juli 2023. 

 

Catatan: 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus 

Fisik 

 Pasal 2 

Ayat (1) 

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi: 

a. DAK Fisik Reguler; 

b. DAK Fisik Penugasan; dan 

c. DAK Fisik Afirmasi. 

 

Ayat (2) 

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan dan keluarga berencana; 

c. Perumahan dan pemukiman; 
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d. Pertanian; 

e. Kelautan dan perikanan; 

f. Industri kecil dan menengah; 

g. Pariwisata; 

h. Jalan; 

i. Irigasi; 

j. Air minum; 

k. Sanitasi; 

l. Pasar; 

m. Energi skala kecil; 

n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan 

o. Transportasi. 

 Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 
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 Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU 

Nomor 32 Tahun 2004) 

 


